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Abstrak
 

Skripsi ini menganalisis perubahan atas penetapan kebijakan tarif cukai hasil tembakau yang terdapat dalam

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.04/2007 dalam rangka pemenuhan fungsi regulerend.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan desain deskriptif. Hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa dasar pemikiran dari penetapan kebijakan PMK 134/PMK.04/2007 adalah kebijakan

jangka panjang pemerintah untuk menggunakan tarif spesifik murni, menyederhanakan administrasi cukai,

menekan banyaknya peredaran rokok illegal, melindungi industri dalam negeri, mendekatkan HJE dengan

HTP, menjaga iklim kondusif usaha yang kondusif dikalangan IHT, disahkannya roadmap IHT, dan

kebijakan jangka panjang pemerintah untuk beralih ke fungsi regulerend.

 

Hasil penelitian menyarankan agar pembuat kebijakan tarif cukai hasil tembakau mengikuti program-

program sesuai yang telah diatur dalam roadmap IHT, dalam rangka melindungi usaha dalam negeri, rokok-

rokok impor dikenakan tarif cukai advalorum dan tarif spesifik yang setinggi mungkin, dan dalam

pembasmian rokok ilegal disertai dengan peningkatan pengawasan.

<hr>

This thesis analyze the changing on policy implementation of tobacco excise tax based on regulerend

purposes, which is regulated in PMK No. 134/PMK.04/2007. The approach of this research is qualitative

and using a descriptive method. The result of this research shows the background of the policy. There are

several background triggering the policy implementation, which are using pure specific tariff in the long

term of government?s policy, simplifying tobacco excise administration, diminishing illegal cigarettes

distribution, protecting national industry, making ?Harga Jual Eceran? close with ?Harga Transaksi Pasar?,

maintaining a conducive trade climate among IHT, legitimating IHT roadmap and converting tax purposes

into regulerend purposes in the long term of government policy.

 

Regarding those thing, the researcher suggests the policy maker stay on the program which has been

regulated in formulating inside the roadmap, in order to protect the national industry, the imported cigarettes

should be imposed with ad valorum excise tariff and specific tariff as high as possible. In the term of

reducing illegal cigarettes, it should harmonized with improve of controlling.
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